
GUBERNUR PROVINSI PAPUA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
 

NOMOR    1  TAHUN 2009 
 

TENTANG  
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009  

 

Lampiran : 2 (dua) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR PROVINSI PAPUA 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1       
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009, perlu mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur Provinsi Papua. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, 
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, 
Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 
(Lembaran  Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4245); 

8. Undang................./2 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59); 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 125); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 121); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 47);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan 
Layanan Umum  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);  

24. Peraturan……………………/3 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah  (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 139);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 150); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);   

32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25); 

33. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007;  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009; 

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor    Tahun        tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan 
Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 5).  

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. 

 
Pasal 1....................../4 
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Pasal 1  
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    345.398.000.000,00 
 b. Dana perimbangan  Rp. 1.566.890.760.000,00 
 c. Lain-lain pendapatan  Rp. 3.409.796.098.000,00 
  daerah yang sah  
    Jumlah pendapatan  Rp. 5.322.084.858.000,00 

  
2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. Belanja pegawai  Rp. 591.909.607.000,00 
2. Belanja bunga  Rp.                               –  
3. Belanja subsidi Rp.                               – 
4. Belanja hibah Rp.            5.675.000.000,00 
5. Belanja bantuan  Rp.    418.717.450.000,00 

Sosial 
6. Belanja bagi hasil Rp.   96.843.346.000,00 
7. Belanja bantuan  Rp.     1.989.877.658.000,00 

 keuangan 
8. Belanja tidak Rp.   49.328.530.000,00 

terduga  
Rp. 3.152.351.591,00 

 

b. Belanja Langsung 
1.  Belanja pegawai Rp.   311.348.437.000,00 
2.  Belanja barang Rp.   777.013.886.000,00 
     dan jasa  
3.  Belanja modal Rp.   901.370.944.000,00 

                      Rp. 1.989.733.267.000,00 
  Jumlah Belanja Rp. 5.142.084.858.000,00 
  Surplus/(Defisit)   (Rp.   180.000.000.000,00)  

 

3. Pembiayaan: 
a.  Penerimaan  Rp.  - 
b. Pengeluaran  Rp. 180.000.000.000,00 
  Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 180.000.000.000,00) 

 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp.                - 
 berkenan 

 
Pasal 2  

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 3 

 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 5......................./5 
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Pasal 5 
 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Papua. 
 

 Ditetapkan di  J a y a p u r a 
 pada tanggal   16 Januari 2009  
 

GUBERNUR PROVINSI PAPUA 
CAP/TTD 

BARNABAS SUEBU, SH 
  
 

Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 16 Januari 2009     
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA 
                       CAP/TTD 
               TEDJO  SOEPRAPTO 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA 
TAHUN 2009 NOMOR 1. 
 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
dengan yang asli 

AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA 
KEPALA BIRO HUKUM 

 
 
 

J.K.H. ROEMBIAK 
 
 

SALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 

2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 

3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 

4. Ketua DPRD Provinsi di Papua; 

5. Wakil Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 

6. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura; 

7. Kepala Badan Pengawasan  Daerah Provinsi Papua di Jayapura; 

8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; 

9. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Papua di Jayapura; 

10. Bupati/Walikota se  Provinsi Papua. 

 


